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(A SPATIAL MODELING APPROACH TO DETERMINE STRATEGIC SPATIAL PLANNING 
INSTRUMENTS FOR FLOOD-RISK CONTROL IN THE JABODETABEK REGION) 
 




Spatial planning must perform protection on socioeconomic and ecological functions of space, and prevent 
negative impacts of space utilization on the environment. Constraints on such spatial planning increase 
continuously. In the Jadebotabek Region 2003 to 2006, flood-risky households increased with annual rate more 
than four times economic growth. This research aimed to determine strategic spatial planning instruments to 
control flood risks, by using Spatial Durbin Modeling approach. The model specifies explanatory variables into 
local and external. Local variables give effects as in a conventional regression model, while external variables 
give effects in a given pattern represented by a spatial contiguity matrix. Principal Components Analysis was 
employed to reduce multicollinearities among variables. Test and parameter estimation of the model were 
employed by using Forward Stepwise General Regression Model with ANOVA-like design and Sigma-Restricted 
Parametrization. Research area was Jadebotabek Region year 2003 excluding Kepulauan Seribu, constituted 12 
districts and sevent watersheds. Measurement units were administrative regions at village level (1.488 units). 
The model fit to the data very significantly (R2=0.84; p<<0.01). The research concluded that improving 
effectiveness of inter-locality cooperation, especially between localities of the upper and those of the down 
streams in a watershed system, is a strategic spatial planning instrument to control flood risks in the area. The 
cooperation comprises of ordering and control of: built-up-to-green ratio, building density, riverside occupation, 
land ownership disparity, farmland holding not to farm, poverty level, encroachment to perenial cropland, forest 
and protected zones, and industrial locations. Land suitability is important principle to be considered. 
 




Penataan ruang semestinya dapat mewujudkan pelindungan terhadap fungsi budidaya dan fungsi lindung 
dari ruang, serta pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Penataan ruang 
yang demikian semakin menghadapi banyak kendala. Untuk Wilayah Jadebotabek periode 2003 sd. 2006 
misalnya, tiap persen pertumbuhan ekonomi disertai peningkatan rumahtangga berisiko banjir lebih dari 4%. 
Penelitian ini bertujuan menentukan instrumen strategis penataan ruang untuk pengendalian risiko banjir 
dengan pendekatan Model Durbin Spasial. Model menpesifikasikan variabel penjelas atas lokal dan eksternal. 
Variabel lokal memberi pengaruh seperti pada model regresi biasa, sedangkan variabel eksternal memberi 
pengaruh dengan pola tertentu yang direpresentasikan dengan matriks kontiguitas spasial. Analisis Komponen 
Utama dilakukan untuk mereduksi multikolinearitas antar variable. Uji dan estimasi parameter model 
menggunakan pendekatan Model Regresi Umum Bertahap Meningkat dengan Perancangan Mirip Sidik Ragam 
dan Parametrisasi Berkendala Total Nol. Wilayah penelitian adalah Wilayah Jadebotabek tahun 2003 selain 
Kepulauan Seribu, yang mencakup 12 daerah kabupaten/kota dan tujuh daerah aliran sungai (DAS). Unit 
pengukuran adalah wilayah administratif desa/kelurahan (1 488 unit). Model sangat nyata fit dengan data 
(R2=0,84; p<<0,01). Perbaikan efektivitas kerjasama antar lokalitas, terutama antara lokalitas hulu dan hilir 
pada satu sistem DAS, merupakan instrumen strategis penataan ruang bagi pengendalian risiko banjir di wilayah 
penelitian. Kerjasama tersebut mencakup penataan/pengendalian dalam hal: rasio ruang terbangun atas ruang 
hijau, kerapatan bangunan, hunian bantaran sungai, disparitas penguasaan hak atas tanah, penguasaan lahan 
pertanian bukan untuk pertanian, tingkat kemiskinan, perambahan lahan tanaman tahunan, hutan dan kawasan 
lindung, dan lokasi industri. Kesesuaian lahan adalah prinsip penatataan yang penting mendapat perhatian. 
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PENDAHULUAN 
 
Penataan ruang semestinya dapat mewujudkan 
pelindungan terhadap fungsi budidaya dan fungi 
lindung dari ruang, serta pencegahan efek negatif 
terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang 
(Anonimus, 2007). Ruang hijau yang dapat 
memelihara berfungsinya sistem jaringan sungai, 
ditunjukkan Khaldun (1375) sebagai determinan 
lokasi-lokasi pusat peradaban dunia. Namun 
penataan ruang yang demikian semakin menghadapi 
banyak kendala. Dalam perkembangannya, semakin 
banyak proses pembangunan yang kurang 
memperhatikan daya dukung lingkungan, yang 
mendorong percepatan ekspansi ruang terbangun 
secara tak terkendali. Air bawah tanah semakin 
dalam dan aliran permukaan semakin tinggi hingga 
melampaui daya sangga sistem drainase terhadap 
risiko banjir (Zhang, Ma dan Wang, 2008). Wilayah 
Jadebotabek (Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan 
Bekasi) merupakan etalase citra bangsa karena 
mencakup ibukota negara dan wilayah ekonomi-
ekologi terkait di sekitarnya. Namun dalam hal 
penataan ruang, wilayah ini termasuk yang sangat 
memprihatinkan. Data statistik (BPS 2003a, 2006a 
dan 2006b) menunjukkan rumahtangga berisiko 
banjir di wilayah ini meningkat dengan laju rataan 
tahunan 23,9%, lebih dari 4 kali lipat laju 
pertumbuhan ekonominya (5,6%). Risiko banjir 
adalah fenomena spasial. Intensitas dan pola 
pengaruh tiap faktor pengendalinya bisa bervariasi 
antar DAS (Hashemi, Franchini, dan O’Connel 2000) 
maupun antar daerah administratif. Variasi ini bisa 
juga terjadi antar dimensi interaksi spasial, seperti 
interaksi yang berlangsung: (1) secara lokal,          
(2) dengan kawasan sekitar, atau (3) antara hulu dan 
hilir. Fenomena kontradikif dan kontra produktif 
terhadap pencapaian tujuan, bisa terus terjadi jika 
penataan ruang menapikan variasi intra dan antar 
dimensi interaksi spasial, dari intensitas dan pola 
pengaruh tiap faktor pengendali. Penelitian ini 
bertujuan menentukan instrumen strategis penataan 
ruang untuk pengendalian risiko banjir dengan 
pendekatan spasial tersebut. 
 
 
BAHAN DAN METODE 
 
Model. Pendekatan regresi dapat diguakan 
untuk membangun model prediksi, jika syarat Gauss-
Markov dipenuhi (Upton dan Fingleton, 1985), yaitu: 
(1) antar variabel penjelas tak terjadi 
multikolinearitas, dan (2) antar sampel tak 
berinteraksi sehingga ragam-peragam galat berbenuk 
matriks diagonal. Untuk penelitian percobaan di 
laboratorium, kedua syarat ini mudah dipenuhi. 
Namun, untuk penelitian lapangan, seperti fenomena 
risiko banjir, kedua syarat ini sulit sekali dipenuhi, 
sehingga pendekatan regresi bisa menghasikan 
prediksi yang bias dan kebijakan yang salah arah. 
Selain itu, dalam banyak hal, efek variabel penjelas 
tidaklah aditif tapi interaktif seperti Fungsi Cob-
Douglas (Gujarati, 2009), sesuai prinsip teori lokasi 
tentang ketaksempurnaan pemilahan antar faktor 
(imperfect factor divisibility) (Hoover dan Giarratani, 
1999). Untuk fenomena terakhir ini, pendekatan 
regresi masih dapat digunakan, dengan 
mentransformasi logaritma-natural semua 
variabelnya. Untuk fenomena multikolinearitas, 
diselesaikan dengan transformasi variabel penjelas 
menjadi variabel baru ortogonal (selanjutnya disebut 
faktor penjelas) dengan Analisis Komponen Utama 
(StatSoft, 2004; Kaiser, 1960 dalam StatSoft, 2004; 
Hayashi dan Sen, 1997; Park, 2003). Untuk 
mengakomodasi fenomena interaksi antar sampel 
(antar lokalitas), digunakan pendekatan Model Durbin 
Spasial, yaitu Y=WY+Xb+WX+ (LeSage, 1999; 
Mur dan Angulo, 2005). Dalam hal ini, W matriks 
kontiguitas spasial efek antar lokalitas,  koefisien 
autoregresi spasial, b vektor parameter efek lokal,     
 vektor parameter efek lokalitas lain terkait, dan      
 vektor galat yang ragam-peragamnya matriks 
diagonal. Selanjutnya, W dispesifikasi atas matriks 
kontiguitas spasial efek dari lokalitas lain pada 
kawasan (1) sekitar (Wr), dan (2) lebih hulu (Ww). 
Kontiguitas spasial efek dari tiap lokalitas kawasan 
sekitar diasumsikan mengikuti prinsip gravitasi 
interaksi spasial (Foot, 1981; Cliff dan Ord, 1981; 
Upton dan Fingleton, 1985; Nijkamp, 1986), 
intensitasnya proporsional terhadap magnitud dan 
kebalikan jarak. Kontiguitas spasial efek dari tiap 
lokalitas kawasan lebih hulu dibangun atas asumsi 
bahwa suatu lokalitas dapat berefek terhadap 
lokalitas lain, jika: (1) berada dalam satu sistem DAS, 
dan (2) berelevasi sama atau lebih tinggi. Kontiguitas 
efek yang ini, diasumsikan berlangsung secara 
kumulatif, sehingga tak melemah dengan jarak. 
Magnitud direpresentasikan dengan luas poligon tiap 
lokalitas, dan jarak dengan jarak lurus antar sentroid 
poligon lokalitas. Dengan notasi WrY=Yr, WwY=Yw, 
WrX=Xr, dan WwX=Xw, spesifikasi ini membuat 
model menjadi Y=Yrr+Yww+Xb+ Xrr+Xww+. 
Parameter model masih bisa berbeda antar daerah 
adimistratif maupun antar DAS (Hashemi, Franchini 
dan O’Connel, 2000), terkait dengan kemungkinan 
adanya variasi karakteristik regional yang belum 
terepresentasikan faktor. Untuk mengakomodasi 
fenomena ini, kemudian diintroduksi rancangan tanpa 
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dan dengan mempersilangkan tiap variabel penjelas 
dengan dua variabel pengelompok, yaitu DAS dan 
daerah administratif, yang disebut StatSoft (2004) 
sebagai ANOVA-Like Design. Akhirnya, model jadi: 
Y=a+CaC+AaA+Yrr+Yr,Cr,C+Yr,Ar,A+Yww+Yw,Cw,C
+Yw,Aw,A+Xb+XCbC+XAbA+Xrr+Xr,Cr,C+ 
Xr,Ar,A+Xww+Xw,Cw,C+Xw,Aw,A+. Risiko banjir pada 
suatu lokalitas (Y) dimodel sebagai efek dari:         
(1) karakteristik agregat wilayah, baik secara umum 
lintas daerah, spesifik DAS (C), maupun spesifik 
daerah administratif (A), (2) risiko banjir lokalitas lain 
pada kawasan sekitar, baik secara umum lintas 
daerah (Yr), spesifik DAS (Yr,C), maupun spesifik 
daerah administratif (Yr,A), (3) risiko banjir lokalitas 
lain pada kawasan lebih hulu, baik secara umum 
lintas daerah (Yw), spesifik DAS (Yw,C), maupun 
spesifik daerah administratif (Yw,A), (4) berbagai 
faktor lokal, baik secara umum lintas daerah (X), 
spesifik DAS (XC), maupun spesifik daerah 
administratif (XA), (5) berbagai faktor kawasan 
sekitar, baik secara umum lintas daerah (Xr), spesifik 
DAS (Xr,C), maupun spesifik daerah administratif 
(Xr,A), dan (6) berbagai faktor kawasan lebih hulu, 
baik secara umum lintas daerah (Xw), spesifik DAS 
(Xw,C), maupun spesifik daerah administratif (Xw,A). 
Parameter  efek masing-masing (a, aC, aA, r, r,C, 
r,A, w, w,C, w,A, b, bC, bA, r, r,C, r,A, w, w,C, 
w,A) diestimasi dengan Sigma-Restricted 
Parametrization Forward Stepwise General 
Regression Model (StatSoft, 2004; Tanaka, Tarumi 
dan Wakimoto, 1984).  
Wilayah Penelitian dan Data. Wilayah 
Jabodetabek selain Kab. Kep. Seribu tahun 2003 
dipilih sebagai wilayah penelitian. Unit lokalitas 
adalah desa/kelurahan (1 488 unit), tersebar di       
12 daerah kab./kota dan tujuh DAS. Untuk Kab. 
Bogor dipilah atas tiga bagian yaitu barat, tengah dan 
timur. Data dasar terdiri atas format peta dan tabel. 
Yang berformat peta terdiri atas: (1) wilayah 
administratif potensi desa sensus pertanian         
(BPS, 2003b), (2) DAS (BPDAS, 2003), (3) elevasi 
lahan (LAPAN, 2003a), (4) lereng (LAPAN, 2003b), 
dan (5) jenis tanah (LAPAN, 2003c). Yang berformat 
tabel terdiri atas: (1) risiko banjir, (2) kedalaman air 
tanah, (3) kepemilikan/penguasan lahan, (4) 
penggunaan/tutupan lahan, (5) penduduk, (7) 
permukiman, dan (8) kemiskinan (BPS, 2003a), serta 
(9) aktivitas industri (BPS, 2002). Tiap peta 
ditumpang-tindihkan (union-two-themes overlay) 
dengan peta wilayah administratif potensi desa 
sensus pertanian. Tabel atribut yang dihasilkan 
kemudian digabung (join table) dengan tabel 
statistik. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pola Spasial Risiko Banjir 
Gambar 1 dan Tabel 1 menunjukkan pola 
persebaran spasial risiko bajir di wilayah penelitian. 
Secara umum, yang paling rawan banjir berposisi 
pada bagian tengah mulai tengah kearah utara. Dari 
segi daerah administratif, kecuali Kota Bogor, semua 
daerah kota berlokasi di bagian utara, memiliki 
tingkat risiko banjir diatas atau setidaknya sama 
dengan rataan. Yang paling rawan banjir adalah Kota 
Jakarta Timur. Sebaliknya, kecuali Kab. Bekasi, 
semua daerah kabupaten memiliki tingkat risiko 
banjir dibawah rataan. Yang paling aman banjir 
adalah Kab. Bogor, terutama bagian timurnya. Dari 
segi DAS, tiga dari tujuh DAS berlokasi di bagian 
tengah, memiliki tingkat risiko banjir diatas rataan, 
yaitu DAS Angke-Pesanggara, DAS Ciliwung dan DAS 
Sunter. Yang paling rawan banjir DAS Sunter. Empat 
DAS lainnya berisiko banjir dibawah rataan. Yang 
paling aman banjir DAS Cisadane. Belajar dari Hukum 
Minimum Leibig dalam Ilmu Tanah (Jenny, 2005), 
penyelesaian masalah bisa semakin efektif dan efisien 
jika dimulai dari yang paling bermasalah. Dengan 
demikian, hirarki risiko banjir dapat digunakan 
sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan skala 




Gambar 1. Pola spasial risiko banjir. 
Karakteristik Variabel Penjelas Model. 
Sebelum operasi pengalian dengan matriks 
kontiguitas spasial, variabel penjelas yang digunakan 
terdiri atas 21 faktor hasil transformasi dari            
51 variabel. Faktor mencakup aspek fisik lahan      
(12 faktor), tata ruang (7 faktor), dan sosial ekonomi 
(2 faktor). Deskripsi tiap faktor ditunjukkan pada 
Tabel 2. Variabel yang nyata terepresentasi pada 
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suatu faktor, disebut variabel indikator bagi faktor 
tersebut. Tiap faktor diberi nama singkat berdasarkan 
variabel indikatornya. Munculnya lebih dari satu 
variabel indikator untuk suatu faktor, merupakan 
indikasi bahwa antar variabel tersebut memiliki pola 
asosiasi (keterkaitan) tertentu yang kuat. 
 
 
Pola asosiasi kuat antar karakteristik fisik 
(elevasi, lereng dan tanah) dan penggunaan/tutupan 
lahan, dapat dijelaskan dengan teori pembentukan 
tanah (pedogenesis). Tanah merupakan resultante 
dari berbagai faktor, seperti bahan 
induk/litologi/geologi, relief/geomorfologi, iklim, 
organisme/ vegetasi/tutupan/penggunaan lahan, dan 
lamanya proses berlangsung (Jenny, 2005). Dalam 
skala mikro, variasi iklim bisa tercermin dalam 
variabel elevasi. Kuatnya pola asosiasi antara 
kedalaman air bawah tanah dengan asosiasi podzolik 
kuning dan hidromorf kelabu, mengindikasikan 
kuatnya kaitan antara fluktuasi kedalaman air bawah 
tanah dengan deplesi redoks tanah pada lahan basah 
(Vepraskas et al., dalam Lin, 2006). 
Kuatnya pola asosiasi antara lahan basah dan 
lahan kering tanaman semusim, dengan kepemilikan 
lahan pertanian oleh bukan petani, mengindikasikan 
kuatnya konsentrasi kepemilikan lahan pertanian 
pada segelintir orang yang bukan pembudidaya lahan 
secara langsung (petani). Para petani hanya menjadi 
buruh yang harus bekerja untuk segelintir penguasa 
lahan skala besar. Pasar kerja tani yang semakin 
monopsonistik ini dapat menekan tingkat upah petani 
(Hoff, 2003) dan mendorong perluasan rumahtangga 
miskin. Di sisi lain fenomena ini mengindikasikan 
spekulasi lahan, yaitu kepemilikan yang tak berkaitan 
langsung dengan pengelolaan lahan tersebut      
(OAS, 1986). Kalau demikian, lahan tanaman 
semusim di wilayah ini terancam degradasi, 
penelantaran dan konversi. 
Kuatnya pola asosiasi antara lahan tanaman 
tahunan/hutan dengan densitas rumahtangga tinggal 
di kawasan lindung, dan antara densitas 
rumahtangga tinggal di bantaran sungai dengan 
tanah milik perorangan bersertifikat, terkait dengan 
beberapa hal. Pola penggunaan/tutupan lahan 
berupa tanaman tahunan atau hutan, merupakan 
fenomena umum yang dapat diamati pada dan di 
sekitar kawasan lindung, terutama yang relatif masih 
terjaga dengan baik. Sertifikasi tanah tanpa subsidi, 
umumnya hanya mampu dilakukan oleh yang 
berdaya-beli memadai. Karena terkendala daya beli, 
rumahtangga miskin bisa terpaksa tinggal pada lokasi 
dengan biaya finansial rendah, atau tak berbiaya 
finansial sama sekali (Straszheim, 1987;          
CIESIN, 2006), seperti pada kawasan lindung atau 
bantaran sungai. 
Kuatnya pola asosiasi antara lahan terbangun 
dengan densitas penduduk, densitas bangunan 
rumah semua tipe, dan densitas bangunan rumah 
tipe permanen, bisa secara langsung dipahami. 
Setiap penduduk membutuhkan tempat tinggal. 
Tanpa pengendalian yang efektif dan penerapan 
teknologi hemat lahan, pertumbuhan penduduk 
mendorong peningkatan permintaan atas tempat 
tinggal, yang selanjutnya mendorong ekspansi lahan 
terbangun (Saefulhakim, 1994; Saefulhakim dan 
Otsubo, 1999).  
Kuatnya pola asosiasi antara densitas 
rumahtangga miskin (Pra-sejahtera dan Sejahtera I) 
dengan densitas penduduk menganggur, dan 
densitas penduduk usia sekolah dasar yang putus 
sekolah, menunjukkan keeratan kaitan antara 
pengangguran, kemiskinan dan ketakmampuan 








Daerah Administratif  
Al Kota Jakarta Pusat 44 0.77 * 
A2 Kota Jakarta Utam 31 1.03 * 
A3 Kota Jakarta Barat 56 0.84 * 
A4 Kota Jakarta Selatan 65 1.00 * 
A5 Kota Jakarta Timur 65 1.42 * 
A6 Kota Bogor 68 0.38 
A7 Kab. Bogor (Tengah) 211 0.18 
A8 Kab. Bogor (Barat) 150 0.22 
A9 Kab. Bogor (Timur) 64 0.02 
A10 Kota Depok 63 0.57 
A11 Kota Tangerang 104 1.01 * 
A12 Kab. Tangerang 328 0.53 
A13 Kota Bekas i 52 0.81 * 
A14 Kab. Bekasi 187 0.68 * 
Daerah Aliran Sungai   
CI Angke-Pesanggara 256 0.67 * 
C2 Ciliwung 209 0.78 * 
C3 Cisadane 338 0.30 
C4 Kali Bekasi 194 0.43 
C5 Sunter 102 1.25 * 
C6 Barat Cisadane 266 0.55 
C7 Timur Kali Bekasi 123 0.50 
Agregat 1488 0.57 
Keterangan: 
1) Rataan adalah rataan berbobot jumlah lokalitas. Satuan 
Risiko Banjir adalah kali dalam 3 tahun. Tanda (*) 
menunjukkan posisi rataan di atas agregat. 
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menyekolahkan anak (human investment) walau 
hanya untuk menamatkan sekolah dasar. Dengan 
demikian, pengangguran dan kemiskinan potensial 
memutus rantai generasi penerus berpendidikan (loss 
of generation) dan mengancam pembangunan 
berkelanjutan. 
Kuatnya pola asosiasi antar ukuran aktivitas 
industri (output, penggunaan listrik dan tenaga 
kerja), menunjukkan pentingnya peran sumberdaya 
manusia (SDM) dan energi dalam mendorong industri 
dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, fenomena ini 
juga menjadi indikasi kuat ketaksempurnaan 
pemilahan antar faktor produksi (imperfect factor 
divisibility), salahsatu pilar penting penentu 
konfigurasi spasial (Hoover and Giarratani, 1999). 
Pengembangan SDM dan enerji sesuai dengan variasi 
potensi lokal, secara bersama-sama menjadi faktor 
penting bagi penyelesaian masalah penelantaran 
sumberdaya, pengangguran dan kemiskinan. 
 
Keragaan Umum Model. 
Hasil uji menunjukkan R2=0,84 dengan tarap 
nyata p<<0,01. Dengan demikian model secara 
sangat nyata mampu menjelaskan sekitar 84% dari 
variasi risiko banjir aktual antar unit dari 1 488 unit 
desa/kelurahan sewilayah Jabodetabek. Masih 
adanya sekitar 16% dari variasi risiko banjir aktual 
yang belum terjelaskan, bisa terkait dengan beberapa 
hal.  Konstruksi matriks kontiguitas spasial belum 
memasukkan pola dan kapasitas sistem jaringan 
drainase antar lokalitas, karena kendala ketersediaan 
data. Selain itu model yang dirancang belum 
Tabel 2. Deskripsi faktor penjelas model. 










L01 jarak dari pantai utara (Jpt) 
L02 kedalaman air bawah tanah (Atn): 0,76; pangsa areal tanah asosiasi podzolik kuning dan hidromorf kelabu 
(T17): 0,76 
L03 elevasi 0 sd. 12,5 m dpl (Ttl): 0,78; aluvial kelabu tua (T08): 0,75; tanah asosiasi aluvial kelabu tua dan aluvial 
coklat kekelabuan (T10): 0,77 
L04 elevasi 12,5 sd. 50 m dpl (Tt2): 0,90; tanah asosiasi latosol merah,  latosol coklat kemerahan dan laterit (T12): 
0,90 
L05 elevasi 50 sd. 125 m dpl (Tt3): 0,91; tanah asosiasi latosol merah dan latosol coklat kemerahan (T02): 0,91 
L06 elevasi 125 sd. 250 m dpl (Tt4): 0,76;  elevasi 250 sd. 400 m dpl (Tt5): 0,79; lereng 2 sd. 15% (U-2): 0,84 
L07 elevasi 400 sd. 575 m dpl (Tt6): 0,81; lereng 15 sd. 40% (1-6): 0,86; lereng >40% (Lr4): 0,88; tanah andosol 
(T09): 0,61 
L08 elevasi 575 sd. 800 m dpl (Tt7): 0,90; elevasi >800 m dpl (Tt8): 0,89; tanah kompleks latosol merah 
kekuningan, latosol coklat dan podzolik (T13): 0,73; tanah renzina (T14): 0,68 
L09 lereng 0 scl. 2% (Li•1): 1,00 
L10 tanah podzolik merah (T01): 0,78; tanah asosiasi latosol coklat dan regosol (T16): 0,78 
L11 tanah kompleks podzolik merah kekuningan, podzolik kuning dan regosol (T03): 0,81; tanah grumusol (T05): 
0,81 










Tr1 lahan basah tanaman semusim (Lu 1): 0,88; lahan kering tanaman semusim (Lu2): 0,83; lahan pertanian 
dikuasai bukan petani (U2): 0,87 
Tr2 lahan tanaman tahunan atau hutan (Lu3): 0,74; rumah tangga tinggal di kawasan lindung (Km2): 0,74 
Tr3 lahan terbangun (Lu4): 0,65; penduduk (Pop): 0,95; bangunan rumah semua tipe (Km3): 0,96; bangunan 
rumah tipe  permanen (Km4): 0,94 
Tr4 lahan tanaman semusim terlantar (Lu5): 0,74; tanah asosiasi hidromorf kelabu dan planosol (T11): 0,74 
Tr5 rumah tangga tinggal di tepi sungai (Km1): 0,74; tanah milik perorangan bersertifikat (Lh1): 0,74 
Tr6 bangunan rumah permukiman kumuh (Kmh): 0,81; tanah latosol merah (T07): 0,81 















i Se1 rumahtangga pra-sejahtera dan sejahtera I (Msk): 0,66; penduduk menganggur (Une): 0,67; penduduk usia 
sekolah dasar putus sekolah (Dsd): 0,70 
Set Aktivitas industri dalam ukuran nilai output (Ino): 1,00; penggunaan listrik (Ine): 0,99; tenaga kerja (Inl): 1,00 
Keterangan: 
1) Faktor bervariabel indikator tunggal sama dengan variabel baku dan yang ganda adalah hasil PCA. 
2) Kecuali jarak dan kedalaman air bawah tanah, variable indicator diukur sebagai rasio terhadapa luas areal lokalitas. Variabel 
indikator telah dilogaritma-naturalkan. Angka menunjukkan factor loadings. 
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memasukkan dimensi variasi dan struktur dampak 
antar waktu. Data pola spasial intensitas dan waktu 
kejadian hujan belum tersedia. Informasi keragaan 
umum model ini dapat dijadikan bahan pertimbangan 
dalam penerapan model sampai hasil tahapan ini, 
dan perancagan penelitian lanjutan bagi 
pengembangan model selanjutnya. Perencanaan 
tanpa basis model berkekehandalan tinggi, hanya 
akan menambah masalah dan pengurasan 
sumberdaya tanpa hasil nyata sesuai tujuan.  
 
Perilaku Model. 
Perilaku model dapat ditafsirkan dari nilai duga 
parameter model yang nyata (Tabel 3 dan Tabel 4). 
Perilaku model yang berkaitan dengan faktor fisik 
lahan, secara umum sejalan dengan kerangka 
klasifikasi kesesuaian lahan untuk lokasi permukiman 
(Mu, 2006). Kriteria ini antara lain mensyaratkan 
jarak dari bantaran sungai >90m, jarak dari areal 
perairan (misalnya pantai) >2km dan lereng <5, 
agar suatu lokasi dapat diklasifikasikan sebagai 
sangat sesuai untuk permukiman. Risiko banjir dapat 
ditekan dengan melakukan penataan ruang 
permukiman yang lebih memperhatikan prinsip-
prinsip kesesuaian lahan. 
Parameter autokorelasi risiko banjir dengan 
kawasan sekitar, nyata bertanda positif. Risiko banjir 
pada suatu lokalitas meningkat ketika banjir pada 
lokalitas lain di sekitarnya gagal tertanggulangi. 
Fenomena ini menunjukkan pentingnya kerjasama 
Tabel 3. Nilai duga parameter model yang berlaku umum dan spesifik daerah aliran sungai. 
Faktor Penjelas1) 













Simbol Nama Ringkas  C1 C2 C3 C4 C5 C6 
C Konstanta  53.04 * 25.34 ***     
Faktor Lokal        
L03 Elevas i 0 sd. 12.5m dpl 0,26 
*       
L04 Elevasi 12,5 sd. 50m dpl  0.21 
*** 0.25 **     
L06 Elev as i 125 sd. 400m dp I -0,09 
**       
Tr3 Lahan Padat Bangunan 0,13 
*       
Tr5 
Hunian Tepi Sungai /Dis paritas 
Kepemilikan Hak atas Tanah 
0,16 *       
Faktor Kawasan Sekitar        
WwBjr Risik o Banjir 0,38 
**       
WrL11 Kompleks Podzolik Merah 
Kekuningan, Podzolik Kuning dan 
Regosol, atau Grumusol 
 -0.89 ***  -2.29 *    
WrTr6 Kawasan Permukiman Kumuh  1.82 
**      
Faktor Kawasan Lebih Hulu        
CWwBjr Risiko Banjir -164,74 
* 43.63 * 39.23  
* -78.05  
* -25.81  
* 101.56 * -80.99  
* 
WwL01 Jarak dari Pantai -65,90 
*       
WwL03 Elevasi 0 sd. 12,5mdpl   -37.24 
*** 54.83 ***  -63.45 ** 78.95 ** 
WwL04 Elevasi 12,5 sd. 50m dpl  8.97 
*** 28.07 * 13.55 ***  -8.06 ***  
WwL06 Elevasi 125 sd. 400mdpl  15,08 
* 19,27* -8,26*  -34.71  *  
WwL09 Lereng 0 sd. 2%    -11.60 
***  22.03 ** -9.09 ** 
WwTrl Lahan Tanaman Semusim Dikuasai Bukan 
Petani 
3 ,31 **       
WwTr2 
Lahan Tanaman Tahunan/Hutan 
atau Kawasan Lindung Berpenghuni 
   3.09 * -2.74 * -7,18** 2.95 * 
WwTr3 Lahan Padat Bangunan 44,77 
*       
WwTr5 
Hunian Tepi Sungai/Disparitas 
Kepemilikan Hak atas Tanah 
19,37 *   8.86 * -5.40 ***  15.97 * 
WwSe1 Penduduk Miskin 1,93 
**       
WwSe2 Pusat Aktivitas Industri   5.94 
**  3.17 *** -3.37 *** -10.81 * 
Ket. : 
1) Tarap nyata nilai duga parameter dikelaskan atas: p≤0.01 sangat tinggi (a), p≤0.05 tinggi  (b),  p≤0.20 sedang (c), dan rendah/tak 
nyata. 
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pengendalian banjir antar lokalitas bertetangga. 
Adapun dengan kawasan hulu, parameter 
autokorelasi ini nyata bertanda negatif. Semakin ke 
hilir risiko banjir semakin tinggi. Semakin ke hulu 
semakin aman banjir. Hal ini terkait dengan aliran 
permukaan yang mutlak mengarah ke hilir, dan pola 
drainase pada kawasan lebih hilir umumnya memiliki 
kapasitas pendrainasean lebih rendah. Fenomena 
autokorelasi dengan kawasan hulu yang demikian ini, 
terutama terjadi untuk lokalitas di DAS Cisadane, DAS 
Kali Bekasi, dan DAS Barat Cisadane. Untuk lokalitas 
di DAS lainnya terutama DAS Angke-Pesanggara, DAS 
Ciliwung dan DAS Sunter, autokorelasi dengan 
kawasan hulu nyata bertanda positif. Baik hulu 
maupun hilir sama-sama berisiko banjir, sebagai 
indikasi kawasan hulu di ketiga DAS ini yang telah 
mengalami degradasi berat. Hirarki degradasi dapat 
dijadikan sebagai skala prioritas penataan dan 
pengendalian.  
Ada beberapa faktor tata ruang dan sosial 
ekonomi yang nyata terkait dengan peningkatan 
risiko banjir. Faktor lokal yang nyata secara lintas 
daerah adalah: (1) lahan padat bangunan, dan      
(2) hunian bantaran sungai/disparitas kepemilikan 
tanah. Kedua faktor ini, juga ditunjukkan sebagai 
faktor kawasan lebih hulu yang nyata secara lintas 
daerah. Munculnya fenomena ini bisa terkait dengan 
beberapa hal. Sertifikasi tanah tanpa subsidi 
umumnya hanya mampu dilakukan oleh yang 
berdaya-beli memadai. Rumahtangga miskin akhirnya 
terpaksa tinggal pada lokasi dengan biaya finansial 
rendah, atau tak berbiaya finansial sama sekali 
(Straszheim, 1987; CIESIN, 2006), seperti bantaran 
sungai. Faktor risiko banjir meningkat sejalan dengan 
perluasan areal terbangun yang tak tembus air 
(impermeable) dan kapasitas drainase sistem 
hidrologi yang lemah. Dengan demikian, 
pengendalian risiko banjir berimplikasi pada 
pentingnya penataan terhadap: (1) rasio ruang 
terbangun terhadap ruang hijau, (2) densitas 
bangunan, (3) permukiman bantaran sungai, dan     
(4) disparitas kepemilikan tanah, pada setiap 
lokalitas, lebih-lebih pada kawasan hulunya. 
Kerjasama dengan kawasan hulu dalam penataan 
aspek-aspek ini adalah sangat penting.  
Faktor kawasan sekitar yang nyata adalah 
Tabel 4. Nilai duga parameter model yang berlaku spesifik daerah administrative. 
Faktor Penejalas1) 





Bekasi Pusat Utara Barat Selatan Timur Kota 
Kabupaten 
Kota Kab. 
Simbol Nama Ringkas 
Tengah Barat Timur 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 
A Konstanta (10 kali)   -61,9 *  71,5 ***  16,9 **     -7,7 c  
Faktor Lokal              
A Tr6 Kawasan Permukiman 
Kumuh  -0,5 ***    -0,2 ***    0,5 ** 0,3 * 0,2 **  
Faktor Kawasan Sekitar              
A WrL05 Elevasi 50 sd.125m dpl   -6,1 
*** -1,4 c  2,4 **     3,0 ***  -0,8 *** 
A WrTr6 Kawasan Permukiman 
Kumuh    -1,9 c   -2,9 *    -1,6 *** -1,4 ***  
Faktor Kawasan Lebih Hulu              
A WwBjr Risiko Banjir -23,0 
*  -12,9 * -3,5 b  8,5 * 10,3 * 20,3 * 5,8 * 4,7 * -15,5 *  1,9 ** 
A WwL01 Jarak dari Pantai -45,0 
** 7,1 *    -10,9 ** -6,2 ** 4,0 *** 6,0 ***   6,2 * 10,2 * 
A WwL02 Kedalaman Air Bawah 
Tanah -2,6 ***  -7,8 ***  2,7 *  -0,8 *    8,7 ** 2,0 *  
A WwL03 Elevasi 0 sd. 12.5m dpl  6,8 *** -34,2 *  5,8 ***  25,5 * -7,0 ** 13,5 **  9,0 **  11,2 * 
A WwL04 Elevasi 12.5 sd. 50m dpl 
 
-11,6 
***   0,9 *** 
-21,0 
*** -2,0 **  3,6 *  11,2 *** 1,6 **  
A WwL06 Elevasi 125 sd. 400m dpl 
  -250,4 *  
161,8 
*** -3,8 * -1,3 * 0,4 * -0,6 **  42,6 *** 7,7 * 
167,0 
*** 
A WwL08 Elevasi ›575m dpl 
  73,5 * -2,6 ** 
-74,1 
***  0,6 * 0,3 *  -1,0 *** 
-25,7 
***   
A WwL10 Podzolik Merah atau 
Asosiasi Latosol Coklat 
dan Regosol   164,1 *   3,1 * 1,3 * -0,2 ***    -4,8 ** 
-604,9 
*** 
A WwTr3 Lahan padat Bangunan   17,0 ** 6,5 ** -3,7 * -2,8 ** -4,0 * -3,9 * -4,4 * -2,5 *** 7,8 **   
A WwTr5 Hunian Tepi 
Syngai/Disparitas 
Kepemilikan Haka Atas 
Tanah      -1,5 ** -2,1 * -2,1 *    1,4 ***  
A WwTr6 Kawasan Permukiman 
Kumuh  -5,3 ***   -2,2 ** -1,3 *** 0,7 **    15,8 * 4,7 **  
Keterangan: 
1) Tarap nyata nilai duga parameterdikelaskan atas: p≤0.01 sangat tinggi (*),p ≤0.05 tinggi(**),p≤0.20sedang (***), dan rendah/tak nyata. 
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kawasan permukiman kumuh. Spesifik untuk DAS 
Angke-Pesanggara, faktor ini nyata meningkatkan 
risiko banjir. Hal ini diduga terkait dengan sistem 
drainase kawasan permukiman kumuh yang 
umumnya buruk, dan hukum bejana berhubungan 
dalam Fisika Fluida (Britannica, 2005) berlaku antar 
lokalitas bertetangga. Adapun secara administratif, 
spesifik untuk Kota Jakarta Selatan, Kab. Bogor 
(bagian tengah), serta Kota dan Kab. Tangerang, 
faktor ini menunjukkan fenomena substitusi spasial. 
Suatu daerah yang terkelola bersih sehingga relatif 
aman banjir, menjadikan daerah sekitar sebagai 
tempat pembuangan akhir sampahnya, yang 
kemudian berkembang menjadi kawasan 
permukiman kumuh. Untuk pengendalian risiko banjir 
secara komprehensip, kerjasama antar daerah 
bertetangga penting dibangun, termasuk dalam 
manajemen sampah dan penataan kawasan 
permukiman kumuh. 
Faktor lainnya dari kawasan hulu yang nyata 
secara lintas daerah adalah: (1) lahan tanaman 
semusim dikuasai bukan petani, dan (2) penduduk 
miskin. Faktor kawasan hulu yang nyata tapi hanya 
berlaku spesifik DAS adalah: (1) lahan tanaman 
tahunan/hutan atau kawasan lindung berpenghuni 
(spesifik untuk DAS Cisadane), dan (2) pusat aktivitas 
industri (spesifik untuk DAS Ciliwung dan Kali Bekasi). 
Konsentrasi penguasaan lahan pertanian oleh bukan 
petani, berimplikasi pada pengelolaan lahan tak 
optimal, pemiskinan dan degradasi lahan (OAS, 1986; 
Hoff, 2003). Karena terkendala daya beli, 
rumahtangga miskin banyak yang terpaksa tinggal 
pada lokasi dengan biaya finansial rendah, atau tak 
berbiaya finansial sama sekali (Straszheim, 1987; 
CIESIN, 2006), seperti bantaran sungai dan kawasan 
lindung. Faktor risiko banjir kemudian meningkat 
sejalan dengan perluasan areal tak tembus air 
(impermeable), dan gangguan terhadap kapasitas 
drainase sistem hidrologi. Khusus untuk kawasan 
hulu DAS Cisadane atau DAS Barat Cisadane, 
perambahan permukiman diindikasikan telah 
memasuki tahap menurunkan secara nyata efektifitas 
fungsi hidrologis lahan tanaman tahunan, hutan, dan 
kawasan lindung. Untuk DAS lainnya, tahap ini sudah 
terlewati sehingga variasi spasialnya tak nyata 
berbeda. Untuk kawasan hulu DAS Ciliwung dan DAS 
Kali Bekasi, penurunan efektifitas fungsi hidrologis ini 
terkait dengan aktivitas industri. Semua fenomena ini 
mengindikasikan bahwa efektifitas pengendalian 
banjir erat kaitannya dengan efektifitas kerjasama 
dengan kawasan lebih hulu, antara lain dalam hal: 
(1) pengendalian penguasaan lahan pertanian oleh 
bukan petani, (2) pengentasan kemiskinan,           
(3) pengendalian perambahan permukiman terhadap 
hutan dan kawasan lindung, dan (4) penataan lokasi 
pusat aktivitas industri. 
Faktor kawasan hulu ditunjukkan jauh lebih 
strategis dalam mengendalikan risiko banjir, seperti 
terlihat pada intensitas dampaknya yang selain nyata, 
juga berangka mutlak jauh lebih besar. Untuk 
perumusan kebijakan dan perencanaan, yang paling 
mungkin disimulasikan adalah aspek tata ruang dan 
sosial ekonomi. Dengan demikian, instrumen strategis 
pengendali risiko banjir dapat diturunkan dari faktor-
faktor tata ruang dan sosial ekonomi kawasan hulu 
yang intensitas dampaknya nyata. Model 
menspesifikasikan perilaku pengaruh atas yang 
bersifat lintas daerah, dan yang bersifat spesifik 
daerah. Dalam pengaplikasiannya, spesifikasi model 
ini dapat merinci instrumen strategis atas:             
(1) instrumen strategis kebijakan lintas daerah, dan 
(2) instrumen strategis kebijakan spesifik daerah. 
Berdasarkan pembahasan di atas, instrumen strategis 
kebijakan lintas daerah adalah kerjasama dengan 
kawasan lebih hulu dalam: (1) penataan rasio ruang 
terbangun terhadap ruang hijau, (2) penataan 
densitas bangunan, (3) penataan permukiman 
bantaran sungai, (4) pengendalian disparitas 
kepemilikan/penguasaan hak atas tanah,                
(5) pengendalian penguasaan lahan pertanian oleh 
bukan petani, dan (6) pengentasan kemiskinan. 
Kerjasama dengan kawasan lebih hulu dalam 
pengendalian perambahan permukiman terhadap 
hutan dan kawasan lindung, adalah instrumen 
strategis spesifik untuk lokalitas yang tercakup dalam 
DAS Cisadane atau DAS Barat Cisadane. Kerjasama 
dengan kawasan lebih hulu dalam penataan lokasi 
pusat aktivitas industri, adalah instrumen strategis 
spesifik untuk lokalitas yang tercakup dalam DAS 





Model secara sangat nyata mampu 
menjelaskan sekitar 84% dari variasi risiko banjir 
aktual antar unit dari 1 488 unit desa/kelurahan 
sewilayah Jabodetabek. Model menspesifikasikan 
faktor penjelas atas lokal, kawasan sekitar dan 
kawasan hulu, dan perilaku dampak faktor atas yang 
berlaku lintas dan spesifik daerah. Faktor kawasan 
hulu memiliki intensitas dampak yang selain nyata, 
juga berangka-mutlak jauh lebih besar dari faktor 
lokal maupun kawasan sekitar. Atas dasar ini 
disimpulkan bahwa peningkatan efektivitas kerjasama 
antar daerah terutama dengan kawasan lebih hulu 
adalah instrumen strategis untuk pengendalian risiko 
banjir. Kerjasama ini mencakup penataan/ 
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pengendalian dalam hal: (1) rasio ruang terbangun 
terhadap ruang hijau, (2) densitas bangunan,          
(3) permukiman bantaran sungai, (4) disparitas 
kepemilikan hak atas tanah, (5) penguasaan lahan 
pertanian bukan untuk pertanian, (6) tingkat 
kemiskinan, (7) perambahan lahan tanaman tahunan, 
hutan dan kawasan lindung (khususnya untuk DAS 
Cisadane atau DAS Barat Cisadane), dan (8) lokasi 
aktivitas industri (khususnya untuk DAS Ciliwung atau 
DAS Kali Bekasi). Dalam upaya penataan, kesesuaian 
lahan adalah prinsip yang penting diperhatikan. 
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